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BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

 Setelah membahas tesis ini beserta permasalahannya maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. SuratxPenetapan pemenang lelangxyang diterbitkan oleh PokjaxULP atau 

Pokja Pemilihanxmerupakan keputusan tataxusaha negara yang 

dikecualikanxberdasarkan Pasal 2 huruf axUndang- UndangxNomor 5 

Tahunx1986 Tentang Peradilan TataxUsaha Negara danxperubahannya, 

namun dengan diperluasnya makna keputusan tata usaha negara 

sebagaimana dalam Pasal 87  Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan maka Surat Penetapan Pemenang Lelang merupakan objek 

tata usaha negara. 

2. Titik Singgung kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dengan 

Peradilan Umum terhadap Surat penetapan pemenang lelang, terdapat dua 

pendapat akibat lahirnya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut : 

(a) Surat penetapan pemenang lelang dilihat dari sudut padang Undang- 

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara maka surat penetapan pemenang lelang merupakan keputusan 

tata usaha negara yang dikecualikan karena belum final dan 

memerlukan tindakan selanjutnya yaitu penandatangan kontrak maka 

akibat keputusan tata usaha negara yang sifat final belum terpenuhi 
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dan masih diperlukan tindakan keperdataan adalah perbuatan yang 

telah melebur(oplossing) kedalamhukumperdata, sehingga Pengadilan 

Tata Usaha Negara tidak memiliki Kompetensi Absolut untuk 

memeriksa dan memutus objek sengketa berupa surat penetapan 

pemenang lelang melainkan kewenangan dari Peradilan Umum. 

(b) Surat penetapan pemenang lelang menurut sudutxpandang Undang- 

Undang Nomor 30xTahunx2014 tentang AdministrasixPemerintahan 

apabila merujuk padaxputusan Pengadilan TataxUsaha Negara 

PekanbaruNomor : 41/G/2014/PTUN-Pbrxmaka keputusanxtata usaha 

negara yangxdikeluarkan oleh Pokja ULP atauxPokja Pemilihan 

yaituxsurat penetapan pemenangxlelang merupakan keputusan tata 

usaha yang bersifat final dalam arti lebih luas, sehingga objek 

sengketa berupa surat penetapan pemenang lelangmenjadi 

kewenangan absolutxdari Peradilan TataxUsaha Negara. 

Meskipunxdemikian, pengaturan mengenai keputusanxtata usaha 

negaraxyang diperluasxmasih menimbulkan multitafsirxterhadap 

kewenangan absolutxdari Pengadilan TataxUsaha Negara. 

B. SARAN 

1. Setiap orangx atau badan hukum perdatax yang merasa dirugikanx atas 

surat penetapanxpemenang lelang yangxdikeluarkan oleh PokjaxULP atau 

PokjaxPemilihan hendak mengajukan gugatanxtetap memperhatikan 

pembatasanxpengertian keputusan tataxusaha negara menurutxPasal 2 huruf 

a Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 

1986. Perluasan maknaxkeputusan tata usaha negaraxdalam Undang- 
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Undang Nomor 30 Tahunx2014 Tentang AdministrasixPemerintahan tidak 

mencabut pengecualianxatau pembatasan pengertianxtata usaha 

negaraxmenurut Undang- Undang peradilanxtata usaha negara. 

2. Untukx menghindari gugatan tidakx dapat diterima (NietxOntvankelijke 

Verklaard / NO) olehxPengadilan Tata UsahaxNegara karena penetapan 

pemenangxlelang bukan merupakanxkompetensi peradilan tataxusaha 

negara makaxgugatan terhadap penetapanxpemenang lelang sebagaixobjek 

sengketa tataxusaha negara harusxmenguraikan makna yangxdiperluas 

menurut Pasalx 87 Undang- Undang Nomorx 30 Tahunx 2014 Tentang 

AdministrasixPemerintahan. 
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